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KATA
PENGANTAR

orld Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia telah

mendeklarasikan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi pada
awal Maret 2020. Virus yang pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei,
Tiongkok, pada Desember 2019 ini, disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi
nama SARS-CoV-2.

Sejakitu, dunia dihadapkan pada masa pandemi. COVID-19 yang menyebar melalui
droplet ini telah menjangkiti warga dunia secara serempak di mana-mana, meliputi
seluruh negara termasuk Indonesia. Seketika itu, hampir seluruh sektor kehidupan
lumpuh, termasuk bidang pendidikan.

Namun demikian, amanat konstitusi tentang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ti-
dak dapat ditinggalkan. Demikian pula amanat Undang undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 5 dan 11 tentang pendidikan
bermutu, wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah tanpa diskrim-
inasi.

Mengingat hal itu, program dan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) harus terus berjalan, dengan syarat mematuhi protokol kesehatan se-
bagaimana diatur oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, agar dapat
meminimalisir dampak COVID-19 di Indonesia.

Saya menyambut gembira penerbitan Buku Peta Mutu PAUD di Masa Pandemi
COVID-19. Karena buku ini merupakan salah satu upaya mendeskripsikan peta mutu
pendidikan jenjang PAUD di masa Pandemi COVID 19 Tahun 2020. Melalui buku
ini, diharapkan dapat menemukan strategi dalam rangka optimalisasi angka partisi-
pasi PAUD, sekaligus peningkatan mutunya, sebagaimana telah diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ren-
cana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Dengan
demikian, seluruh warga negara usia PAUD lebih berpeluang memperoleh hak pendi-
dikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Semoga!

Jakarta, Maret 2021
Direktur Jenderal,

TTD

Jumeri
NIP 196305101985031019
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GLOSARIUM

3M adalah memakai masker dengan benar, Menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta
mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun.

3T adalah kependekan dari testing, tracing dan treatment. 3T merupakan salah satu
upaya utama penanganan COVID-19 melalui tindakan melakukan tes
COVID-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak
lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment).

Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam)
tahun, yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir,
lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu)
sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai
dengan 6 (enam) tahun.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan independen
yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan men-
gevaluasi standar nasional pendidikan.

COVID-19 (CoronaVirus Disease-2019) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali
di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Orang yang ter-
papar COVID-19 akan mengalami gejala seperti batuk, flu, sakit teng-
gorokan, sesak napas, lesu dan letih bahkan pada beberapa kasus pa-
sien akan mengalami pneumonia atau masalah pada paru-paru

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendi-
dikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi
pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang ter-
us menerus diperbaharui secara online.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimb-
ing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah menjelaskan bagaimana penduduk dapat
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kes-
ehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United
Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan di-




publikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Develop-
ment Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu
umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak

Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki geja-
la COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat,
termasuk anggota keluarga.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Depar-
temen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu
Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran,
dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah
serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu
satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

Merdeka Belajar adalah cita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua
rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh (1) angka partisipasi yang tinggi
di seluruh jenjang pendidikan, (2) hasil pembelajaran berkualitas, dan
(3) mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status
sosial ekonomi.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah suatu or-
ganisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi
dan pembangunan. Dalam bahasa Indonesia organisasi Internasional
OECD ini disebut juga dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pem-
bangunan Ekonomi. Tujuan didirikannya OECD atau Organisasi untuk
Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi ini adalah untuk mempererat
kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara demi mewujud-
kan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang men-
jadi kewenangan daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemetaan mutu, yaitu upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan penyelenggaraan
pendidikan pada satuan pendidikan menurut parameter SNP.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, kon-
selor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pen-



gendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keter-
ampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa dan negara.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan ke-
pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertum-
buhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki ke-
siapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggara-
kan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan
formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan
formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau
bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal
berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau
bentuk lain yang sederajat. Sementara PAUD pada jalur pendidikan in-
formal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diseleng-
garakan oleh lingkungan.

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada
nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terha-
dap tuntutan perubahan zaman.

Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilaku-
kan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh ang-
gotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta
memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Peserta Didik adalah Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri
melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan je-
nis pendidikan tertentu.

Physical Distancing adalah menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan siapapun untuk
mencegah penyebaran virus corona di masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L Tahun 2020-2024 adalah Dokumen pe-
rencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun ter-
hitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah Doku-
men perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) ta-
hun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional adalah Dokumen perencanaan nasional un-
tuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah
Dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan un-
tuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan




tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.

Satuan pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pen-
didikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jen-
jang dan jenis pendidikan.

Sistem Pendidikan Nasional adalah Keseluruhan komponen pendidikan yang saling
terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Standar Isi adalah Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kaji-
an, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan ter-
tentu.

Standar Kompetensi Lulusan adalah Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar mutu adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendi-
dikan, disebutkan ada delapan standar

Standar Nasional Pendidikan adalah Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah Ketentuan menge-
nai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan uru-
san pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik
secara minimal.

Standar Pembiayaan adalah Kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi
satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan pra-
jabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam ja-
batan.

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penga-
wasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupat-
en/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan.

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan in-
strumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan
pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolah-
raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,
tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar



lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, terma-
suk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyeleng-
garaan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat,
dana, sarana, dan prasarana.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terha-
dap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau
mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit - penyakit tertentu
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BAGIAN |
TUGAS MENCERDASKAN
ANAK BANGSA

A. Memaknai Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

Salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia, adalah “Menc-
erdaskan Kehidupan Bangsa”. Hal ini termaktub dalam Alinea Keempat, Pem-
bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian ‘cerdas’ pada Alinea Keempat itu, lebih dari sekadar kecerdasan
kognitif, melainkan kecerdasan multidimensional berbasis kesadaran eksistensial:
ke dalam dan ke luar. Ke dalam, manusia cerdas mengenali siapa dirinya sebagai
“perwujudan khusus” dari alam, yang harus menemu-kenali kekhasan potensi dir-
inya sebagai dasar pembentuk karakter personal. Ke luar, manusia cerdas mampu
mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengeta-
huan, dan sistem perilaku bersama, melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan
olah raga.

“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” merupakan kalimat yang bermakna tugas,
yang wajib diemban dan dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang eksistensi
Negara dan Bangsa Indonesia. Dengan demikian, upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa tidak akan berhenti pada satu atau dua periode pemerintahan saja.

Sejalan dengan hal tersebut, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa terus
diupayakan untuk dipenuhi dengan menempatkan pembangunan pendidikan se-
bagai salah satu agenda utama tiap periode pemerintahan. Hal ini searah dengan
amanat UUD 1945 Pasal 31, yang menempatkan Pemerintah sebagai pihak yang
harus melayani hak warga negara dalam memperoleh pendidikan melalui prioritas
anggaran pendidikan.

Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa semakin didukung dengan penerbitan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU
Sisdiknas), yang memberi amanat ketersediaan 20% APBN dan APBD demi terwu-
judnya sistem pendidikan, sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, mem-
berdayakan semua warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas,
sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Karena itu, Pasal 11 Ayat (1) UU Sisdiknas memberi amanat kepada Pemerintah
dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang ber-
mutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Amanat di atas terus dilaksanakan dan ditingkatkan, termasuk pada periode




kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Melalui Rancangan Teknokra-
tik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pe-
merintah berupaya mewujudkan amanat Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945, ser-
ta Pasal 11 Ayat (1) UU Sisdiknas melalui salah satu agenda pembangunan, yaitu
“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.”

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan tersebut, Pemerintah
melalui RPJMN 2020-2024 menetapkan arah kebijakan berupa “Peningkatan
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas”, yang dibumikan dengan 5 (lima)
strategi. Pertama, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kedua, pen-
ingkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan
pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Ketiga, peningkatan profesionalisme, kuali-
tas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata,
dan kelima, penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemer-
ataan kualitas antarwilayah.

Menterjemahkan Amanat Konstitusi melalui Merdeka Belajar

Dalam rangka membumikan amanat konstitusi sekaligus agenda pembangu-
nan dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 tersebut, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Kebijakan Merdeka Belajar, yaitu
cita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia,
yang dicirikan oleh (1) angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan,
(2) hasil pembelajaran berkualitas, dan (3) mutu pendidikan yang merata baik se-
cara geografis maupun status sosial ekonomi.

Secara lebih detail, Merdeka Belajar yang termaktub dalam Permendikbud No-
mor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024
ini, mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: kel-
uarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang
dalam Bagan 1.1.

Bagan 1. 1 Konsep Kebijakan Merdeka Belajar
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Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

1. Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antarelemen masyarakat,
dan budaya;

2. Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pen-

didikan;
3. Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4. Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Sementara perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan ter-
jadi pada kategori ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem
penilaian.

Pada kategori ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandan-
gan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan
pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan
manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi eko-
sistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, ket-
erbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan,
dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat.

Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradig-
ma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator
dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksa-
naan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan
setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber peng-
etahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata,
penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekat-
an standarisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan
guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Mu-
rid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan
belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan ting-
kat kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan
pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran mereka, tanpa mengabaikan
pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk soli-
daritas sosial dan keterampilan lunak.

Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terben-
tuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan
kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan
akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/




mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran dan menggunakan porto-
folio.

Optimalisasi Akses dan Mutu PAUD

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan
Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendik-
bud, termasuk kebijakan dan program untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).

Pada jenjang PAUD, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode
2020-2024 adalah:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan, dan
2. Peningkatan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan.

Dalam Renstra Kemendikbud, disebutkan bahwa untuk arah kebijakan yang
pertama yaitu “Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan”, ada dua kondisi yang
ingin dicapai, yaitu (1) angka partisipasi PAUD meningkat; dan (2) Wajib Belajar 9
(sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat.

Adapun Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi
PAUD adalah:

1. meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, terma-
suk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi
stunting pada balita;

2. membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lemba-
ga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum
memiliki lembaga PAUD;

3. menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga
penyedia guru PAUD;

4. mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan
guru kelas awal SD;

5. menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-
anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan
Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari
filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (crowdfunding); dan

6. menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai Satuan PAUD.



Sementara untuk arah kebijakan kedua, yaitu “Peningkatan Pemerataan Mutu
Layanan Pendidikan”, kondisi yang sesuai dengan jenjang PAUD adalah mutu
layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat. Hal ini dicapai dengan strategi:

1. menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;

2. memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendi-
dikan bermutu satu tahun pra-SD;

3. menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjami-
nan mutu layanan PAUD; dan

4. mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementa-
si yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait
dengan pemenuhan capaian SDG.

Peta Mutu sebagai Langkah Awal Peningkatan Mutu PAUD

Menyadari Arah Kebijakan Kemendikbud yang termaktub dalam Permend-
ikbud No 22 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Strategis Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, langkah pertama yang dilakukan Di-
rektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen) adalah pemetaan mutu PAUD.

Pada tahun 2016, telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Pemetaan Mutu Program dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat. Peraturan ini merupakan salah satu upaya mengoptimal-
kan pemetaan mutu pendidikan pada PAUD.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui melalui pemetaan mutu PAUD, yaitu:
1. Berapa provinsi yang sudah menjalankan pemetaan mutu PAUD?
2. Adaberapa PAUD yang layak diusulkan akreditasi?;
3. Adaberapa PAUD yang layak diusulkan akreditasi tapi dengan supervisi ketat?;
4. Adaberapa PAUD yang yang belum layak diusulkan akreditasi?; dan
5. Bagaimana mengoptimalkan hasil peta mutu PAUD?

Melalui lima pertanyaan di atas, akan dapat diketahui intervensi apa yang ha-
rus dilakukan dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan di jenjang
PAUD, sekaligus meningkatkan mutunya, sebagaimana Arah Kebijakan dan Strate-
gi Kemendikbud untuk periode 2020-2024.
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BAGIAN I
SISTEM PENJAMINAN MUTU

A. Kondisi Umum Pendidikan Indonesia

U Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) menyatakan, setiap warga

negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu.
Sementara Pasal 11 Ayat (1) menegaskan, Pemerintah dan pemerintah daerah wa-
jib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendi-
dikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminiasi.

Amanat tersebut, selama ini telah dijalankan secara baik dengan indikator
peningkatan akses pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SLB. Sedangkan
untuk Satuan PAUD masih perlu dioptimalkan. Pasalnya akses untuk PAUD cend-
erung melemah di bandingkan tahun 2018, seperti tergambar di bawah ini:

Grafik 2. 1 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019
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Sumber: Biro Pusat Statistik, 2020

Sementara untuk mutu, masih banyak tugas yang harus dioptmalkan mengin-
gat hasil tes PISA di semua jenjang pendidikan menyatakan masih rendah diband-
ingkan negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD). Untuk bidang Matematika misalkan, Indonesia hanya
berperingkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Demikian pula
hasil untuk tes Sains dan Membaca.

Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Demikian juga
selisih nilai dengan rerata nilai di negara-negara OECD, menunjukkan tren pen-
gurangan untuk semua bidang yang diujikan. Contohnya, selisih nilai Matematika
peserta didik Indonesia dengan peserta didik dari negara-negara yang terhimpun




dalam OECD sebesar 139 poin pada tahun 2000. Selisih nilai itu berkurang menja-
di 115 poin pada tahun 2018.

Grafik 2. 2 Tren Nilai dan Peringkat PISA Indonesia

&

L o v

T Rangking 72 dari 77 T T Rangking 72 dari 78 T T Rangking70 dari 78 f
dengan 70% peserta dlbawah dengan 71% peserta dibawah 1o fiengan 60% peserta dibawa
139 kompetensi minimal 115 ‘

WM"-—/“

—.—Skor Indonema ==d==Rata-rata OECD

kompetensi minimal

o ®m W @ N ! 0 M W @ N w; 0 W @ o 1 0
S o 6 0 d =2 =2 ©o & 6 HA = =2 ©6 &8 = =
S &6 &6 &6 o o o 6 &6 &6 o o o O 6 o o o
N N & 8 A A & 8 6§ & @ § 8§ 8 @ 8§ 9§°9®
Membaca Matematika Sains

Sumber: OECD 2019

Capaian Indonesia yang kurang memuaskan itu dapat disebabkan oleh be-
ragam perihal, seperti disparitas mutu pendidikan secara geografis, keadaan so-
sio-ekonomi siswa, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan.

Berkenaan dengan hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku,
data juga menunjukkan perlunya perbaikan. Dalam hal perundungan (bullying)
dan kerangka pikir kemajuan (growth mindset), peserta didik di Indonesia masih
tertinggal. Grafik di bawah ini menunjukkan hasil survei terhadap peserta didik
Indonesia dibandingkan dengan rerata peserta didik di negara-negara OECD.

Grafik 2. 3 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik

Perundungan dan Growth Mindset dalam Survei Well-being Siswa PISA 2018
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Grafik di atas menunjukkan informasi bahwa terdapat 41% peserta didik Indo-
nesia yang melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD, yaitu
sebesar 23%. Peserta didik yang sering mengalami perundungan, dilihat dari sisi
nilai membaca hanya meraih 21 poin. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak
puas dengan kehidupannya. Peserta didik seperti ini acapkali absen sekolah.

Grafik 2.3 itu juga menunjukkan bahwa hanya 29% peserta didik Indonesia
yang tidak menyetujui pernyataan bahwa “kepandaian tidak dapat diubah terlalu
banyak”. Angka ini jauh di bawah nilai rerata negara anggota OECD, yang menca-
pai 63%. Ini bermakna, peserta didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan
rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi
akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan adalah mereka
yang memiliki nilai membaca 32 poin lebih tinggi, memiliki sikap pantang menyer-
ah, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi, ambisius, serta lebih mengang-
gap pendidikan penting.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Bertolak dari data di atas, dan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan di
bidang pendidikan, Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen terus mengoptimalkan amanat
Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendi-
dikan Dasar dan Menengah, yaitu suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi,
dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pen-
didikan telah sesuai dengan standar mutu.

Standar mutu yang dimaksud adalah kriteria minimal tentang sistem pendi-
dikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendi-
dikan, disebutkan ada delapan standar, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang men-
cakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

2. Standar Isi, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituang-
kan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,
kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi
oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

3. Standar Proses, yaitu ukuran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelaja-
ran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yaitu kriteria pendidikan praja-
batan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;

5. Standar Sarana dan Prasarana, yaitu standar yang berkaitan dengan kriteria




minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpus-
takaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan
berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;

6. Standar Pengelolaan, yaitu standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelak-
sanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,
kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan;

7. Standar Pembiayaan, yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya bi-
aya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan

8. Standar Penilaian Pendidikan, yaitu standar yang berkaitan dengan me-
kanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan oleh dua pihak. Pertama, pi-
hak internal satuan pendidikan, yang bertugas menjamin terwujudnya pendidikan
bermutu yang memenuhi atau melampaui SNP. Kedua, pihak eksternal satuan
pendidikan, yang terdiri dari beberapa organisasi seperti Pemerintah, pemerin-
tah daerah, badan/lembaga standarisasi dan akreditasi yang berfungsi melakukan
fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan ting-
kat pencapaian mutu satuan pendidikan.

Gambar 2. 1 Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan

Hasil:
Hasil: 1. GAP Capaian/Standar
Kualitas pengelolaan pendidikan 2. Rekomendasi

dan kualitas lulusan meningkat

STRATEGI PERENCANAAN
PENINGKATAN PENINGKATAN

MUTU SIKLUS MUTU
PENJAMINAN Hasil:

MUTU 1. Program peningkatan muty
PENDIDIKAN 2. Program pemenuhan standar

Hasil: PEMANTAUAN
Analisis efektivitas program/ DAN EVALUASI Hasll:

kegiatan dim pemenuhan 1. Peningkatan Muty
standar /peningkatan mutu 2. Pemenuhan Standar Pendidikan

Kedua pihak tersebut memiliki siklus kegiatan masing-masing. Pihak satuan
pendidikan memiliki 5 kegiatan, yaitu (1) memetakan mutu pendidikan pada sat-
uan pendidikan berdasarkan SNP; (2) membuat perencanaan peningkatan mutu
yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah; (3) melaksanakan pemenuhan



mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran; (4) melaku-
kan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah
dilakukan; dan (5) menyusun strategi peningkatan mutu sesuai hasil monitoring
dan evaluasi.

Sedangkan pihak eksternal memiliki 6 kegiatan, yaitu (1) memetakan mutu
pendidikan di tingkat satuan pendidikan sesuai SNP; (2) membuat perencanaan
peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pen-
didikan; (3) memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4)
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan
mutu; (5) mengevaluasi dan menetapkan SNP dan menyusun strategi peningkatan
mutu; dan (6) melakukan akreditasi pada satuan pendidikan.

Pemetaan Mutu Pendidikan

Siklus pertama dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah pemetaan
mutu pendidikan, yaitu upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan penyelengga-
raan pendidikan pada satuan pendidikan menurut parameter SNP.

Parameter SNP adalah indikator-indikator yang dirumuskan oleh BAN yang
meliputi delapan standar, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar
proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Makin sesuai
dengan indikator, maka satuan pendidikan di jenjang PAUD Dikdas dan Dikmen
makin layak sebagai penyelenggara program pendidikan.

Pemetaan mutu pendidikan dilakukan melalui penjaringan data dan informasi
tentang ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator-indikator SNP serta perma-
salahan-permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Untuk itu, petugas
pemetaan mutu wajib datang ke setiap satuan pendidikan untuk mengamati kondi-
si fisik (gedung, ruang belajar, ruang administrasi, serta sarana dan prasarana) dan
non fisik (proses pengelolaan dan pembelajaran), sekaligus melakukan wawancara
dan pemeriksaan dokumen.

Informasi-informasi penting yang harus diperhatikan dan dijaring adalah se-
bagai berikut:

1. indikator-indikator SNP yang sudah tercapai dan yang belum tercapai;
2. masalah ketidakmampuan untuk mencapai indikator-indikator SNP;
3. masalah-masalah ketidaktepatan pengelolaan dan pembelajaran;

4. komitmen untuk mencapai SNP; dan

5. Komitmen untuk mewujudkan satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas Dik-
men yang terakreditasi.




Sasaran pemetaan mutu ini adalah seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD,

Dikdas, Dikmen yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), seperti
SD, SMP, SMA, dan SLB, PAUD, Taman Kanak-Kanak, Pusat Kegiatan Belajar Mas-
yarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Rumah Pintar dan, Sang-
gar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan.

Sedangkan dilihat dari wilayahnya, pemetaan mutu mencakup seluruh seluruh

satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen yang menyelenggarakan pen-
didikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun di luar negeri
yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah
Republik Indonesia.

Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dilak-

sanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.

Objektif, artinya pemetaan mutu harus dilakukan sesuai dengan apa yang di-
lihat, didengar, dan tertuang dalam dokumen yang berkaitan dengan satuan
pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen, serta bukan hasil rekayasa;

Demokratis, artinya pemetaan mutu harus dilakukan dengan menjunjung asas
musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima
pendapat orang lain;

Kooperatif, artinya pemetaan mutu harus dilakukan dengan mengembangkan
usaha bersama untuk saling memberi dan menerima data dan informasi yang

dibutuhkan.

Komprehensif, artinya pemetaan mutu harus dilakukan berdasarkan pen-
gamatan, wawancara, dan studi dokumen serta pengolahan dan analisis data
dan informasi secara menyeluruh terutama terkait dengan pencapaian dan ti-
dak tercapainya SNP dan permasalahannya.

Kekinian (up to date), artinya data dan informasi yang diperoleh atau dikum-
pulkan selama proses pemetaan mutu adalah data yang terkini dari sumber
yang layak dipercaya.

Berorientasi pada tujuan, artinya pemetaan mutu Satuan PAUD dan Dikmas
harus terencana dan terarah pada tujuan yang paling hakiki.

Transparan, artinya hasil pemetaan mutu Satuan PAUD dan Dikmas harus ter-
buka terhadap klarifikasi yang ingin dilakukan pihak-pihak yang berkepentin-
gan.

Konstruktif, artinya pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas,
Dikmen harus mendorong para pemangku kepentingan untuk mengubah atau
mengembangkan pola pikir baru dalam upaya meningkatkan mutu pengelo-
laan satuan dan penyelenggaraan program PAUD, Dikdas, Dikmen.



9. Berkelanjutan, artinya pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Dik-
das, Dikmen harus dilakukan secara kontinu sehingga dapat membawa imp-
likasi terhadap perbaikan pengelolaan satuan dan penyelenggaraan program
PAUD, Dikdas, Dikmen.

10. Praktis, artinya hasil pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas,
Dikmen harus dapat digunakan sebagai landasan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, fasilitasi, dan lain-lain.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas, niscaya pelaksanaan pemeta-
an mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen akan lebih berhasil dan
dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Potret mutu tiap-tiap satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen;

2. Dasar pelaksanaan perbaikan tiap satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas,
Dikmen;

3. Dasar pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi
bagi tiap satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen; dan

4. Dasar dalam membangun komitmen untuk mencapai satuan pendidikan jen-
jang PAUD, Dikdas, Dikmen yang terakreditasi.

Aplikasi Pemetaan Mutu PAUD

Permendikbud No 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikdas-
men, Pasal 7 menyatakan, Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu
pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan. Dari amanah
ini, Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen senantiasa menggunakan Sistem Informasi, ter-
masuk dalam pemetaan mutu PAUD.

Aplikasi Pemetaan Mutu PAUD masih menggunakan sistem pemetaan mutu
existing yang sebelumnya dikembangkan oleh tim di Ditjen PAUD Dikmas, yang
beralamat pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id.

Untuk dapat mengakses aplikasi tersebut, operator Satuan PAUD harus memi-
liki jaringan listrik dan internet, dan wajib menggunakan username dan password
Aplikasi Dapodik. Operator Satuan PAUD juga dapat menggunakan NPSN dan
Kode Registrasi. Sementara setiap standar yang dientri harus disimpan dalam
sistem.

Ada beberapa user atau pengguna pada Aplikasi Pemetaan Mutu pada Satuan
PAUD ini. Posisi dan perannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:




Tabel 2. 1 Fungsi User Aplikasi Pemetaan Mutu pada Satuan PAUD

No ‘ User ‘ Fungsi

1 User pusat = Menambahkan user Admin PP/BP PAUD Dikmas
@ Menambah User Verifikator

o Meng-nonaktifkan user verifikator

Melakukan Mapping Antara Verifikator dengan

User Admin 1 .
5 PP/BP PAUD iiatl.lan Pendidikan yang akan di lakukan verfi-
. asi
Dikmas
o  Membatalkan Status verifikasi satuan Pendi-
dikan
=@ Monitor Pemetaan Satuan Pendidikan
= Melakukan Input data Instrumen Pemetaan
3 User Verifika-
tor =@ Memberikan catatan Hasil Pemetaan dan Tindak
Lanjut
User Operator . .
4 Dapodik Pengisian Instrumen Pemetaan

Sementara itu, alur kerja masing-masing user dalam pemetaan mutu Satuan
PAUD adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Alur Pemetaan Pemetaan Mutu Satuan PAUD

Menambahkan user
verifikator

User Verifikator

Mapping User Melakukan Mapping antara satuan pendidikan
Verifikator yang di petakan dengan Petugas Verifikator

Pengisian
Instrumen (Oleh
Verifikator/SP)

Pengisian Instrumen Pemetaan yang dapat
diisikan oleh Verifikator atau Satuan Pendidikan

= Melakukan Verifikasi Setiap Instrumen yang diisi Oleh satuan
Verifikasi Satuan Pendidikan/Verifikator
= Memberikan Catatan Setiap Butir yang tidak memenuhi

=Membuat catatan Hasil Pemetaan setiap Satuan
Tindak Lanjut Pendidikan
=Dan Tindak Lanjut dari Hasil Pemetaan ini




Berdasarkan alur pemetaan di atas, sistem aplikasi dapat membuat catatan se-
bagai berikut:

Gambar 2. 3 Catatan Verifikasi dan Tindak Lanjut

Menampilkan 1-;
NPSN 1 20110791
Nama Satuan : TETUGU BHAKTI
Status 1 Swasta
Jenis Satuan £
Alamat : JL RAYATUGU NO. 21
: Kota Jakarta Utara
: Prop. D.K.L Jakarta
Status Verifikasi : Terverifikasi
-- SELESAI PROSES VERIFIKASI --
Catatan :

Sudah diverifikasi masih ada beberapa dokumen yang harus diperbaiki dan dilengkapi
Tindak Lanjut :

Dapat diusulkan dengan supervise yang ketat

Tanggal Verifikasi : 2020-07-11 12:19:46

Sedangkan hasil peta mutunya dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah
ini:

Gambar 2. 4 Contoh Hasil di Aplikasi Pemetaan Mutu Satuan PAUD

NPSN 1 20110791

Nama Satuan Pendidikan : TKTUGU BHAKTI
Status : 2

Jenis Satuan : TK

Alamat Satuan : JL.RAYATUGU NO. 21
Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Utara
Provinsi : Prop. D.K.l. Jakarta

Persentase terpenuhinya Standar Mutu




67.50%

standar terpenuhi

Persentase standar yang terpenuhi
sejumlah 27 dari 36 Indikator

Grafik Laba-laba
STPPISKL

Penilaian Pendidikan Isi

- w e

Pengelolaan PTK

Sapras




BAGIAN lii
KONDISI UMUM PAUD

A. Tinjaun Umum PAUD

sia dini merupakan masa emas (the golden ages) yang hanya ada sekali dan ti-

dak dapat diulang kembali. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mendefinisikan anak usia dini
sebagai anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun,
yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai den-
gan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh
empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun. Pada masa usia
emas ini, anak berada pada periode sensitif, yaitu mudah menerima berbagai pela-
jaran dari lingkungan sekaligus dampaknya.

Dalam Lampiran I Permendikbud No 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum
2013 Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan bahwa ada penelitian yang menun-
jukkan masa peka belajar anak dimulai dari anak dalam kandungan sampai 1000
hari pertama kehidupannya. Menurut ahli neurologi, pada saat lahir otak bayi
mengandung 100 sampai 200 milyar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan
sambungan antar sel. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ke-
tika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kul-
minasi 100% ketika berusia 8 sampai 18 tahun. Penelitian lain juga menunjukkan
bahwa stimulasi pada usia lahir-3 tahun ini jika didasari pada kasih sayang bahkan
bisa merangsang 10 trilyun sel otak. Namun demikian, dengan satu bentakan saja
1 milyar sel otak akan rusak, sedangkan tindak kekerasan akan memusnahkan 10
miliar sel otak.

Mengingat sensitivitas usia dini tersebut, maka perlu dilakukan upaya pengem-
bangan menyeluruh kepada anak usia dini yang melibatkan aspek pengasuhan,
kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Harapnnya, perkembangan otak mer-
eka dapat berlangsung optimal dan dapat membantunya saat mereka menginjak
usia remaja hingga dewasa.

Menimbang hal itu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan
yang paling fundamental. PAUD merupakan kunci dari keberhasilan pembangu-
nan SDM sepanjang hayat. Karena investasi (pendidikan) pada usia ini merupakan
investasi yang paling tinggi memberikan rate of returns dibandingkan dengan in-
vestasi di seluruh periode siklus hidup lainnya.

UU Sisdiknas Bab I Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa PAUD merupakan
suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan




usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu per-
tumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. UU Sisdiknas ini mengamanat-
kan bahwa pendidikan harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik
sebagai dasar anak memasuki pendidikan lebih lanjut.

PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur
pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

UU Sisdiknas Pasal 28 menyatakan bahwa PAUD pada jalur pendidikan formal
berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang
sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain
(KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara
PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pen-
didikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Sedangkan pengelolaan Satuan
PAUD dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip ma-
najemen berbasis sekolah/madrasah.

Prinsip Pembelajaran PAUD

Pembelajaran di jenjang PAUD adalah proses interaksi antara pendidik den-
gan anak melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan
menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar.

Pembelajarannya berpusat pada anak. Sedangkan pendekatan pembelajaran
adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menan-
ya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Keseluruhan
proses tersebut dilakukan dengan menggunakan seluruh indera serta berbagai
sumber dan media pembelajaran.

Dalam Lampiran IV Permendikbud No 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum
2013 Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan sepuluh prinsip proses pembelajaran
anak usia dini, yaitu:

1. Belajar melalui bermain
Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rang-
sangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain, dapat memberi-
kan pembelajaran yang bermakna pada anak.
2. Berorientasi pada perkembangan anak
Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan se-
suai dengan tahapan usia anak.
3. Berorientasi pada kebutuhan anak

Pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi



10.

sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebu-
tuhan khusus.

Berpusat pada anak

Pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat be-
lajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian
sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebu-
tuhan anak.

Pembelajaran aktif

Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif
mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan
melakukan serta mengalami sendiri.

Berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter

Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan
nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan
nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui
pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keter-
ampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan.

Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup

Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan ke-
mandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu
baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan
dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan.

Didukung oleh lingkungan yang kondusif

Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik,
menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar
anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lain.

Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis

Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan
rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik, dan antara anak dengan
anak lain.

Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber

Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di
lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermak-
na. Termasuk narasumber adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang
dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas
pemadam kebakaran.




C. Kondisi APK PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu kunci dari keberhasilan
pembangunan pendidikan, termasuk untuk jenjang PAUD. Dalam rangka mening-
katkan APK PAUD ada berbagai program yang telah diluncurkan, seperti bantuan
RKB PAUD, BOP PAUD, bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marji-
nal, dan bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. Program-program ini
berhasil mendorong pertumbuhan lembaga PAUD dan TK seperti Grafik ini:

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Lembaga PAUD 2015-2019
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Sumber: Dapo PAUD-Dikmas, 2019

Namun, aneka program di atas belum mampu meningkatkan APK PAUD se-
cara signifikan. Hal ini sebagaimana laporan dari Biro Pusat Statistik di bawah ini:

Grafik 3. 2 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019

2014 2015 2018 2017 2018 2019

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2020



Sementara itu, APK PAUD Indonesia juga terpaut jauh bila dibandingkan den-
gan APK negara-negara lain. Grafik ini membandingkan angka partisipasi PAUD
dengan negara-negara lain, dan disandingkan dengan perbedaan PDB per kapita.

Grafik 3. 3 Perbandingan APK PAUD dengan Negara-Negara Lain

96,3 95,0
88,1 g
o 807 78,5 73,6 73,7
2
S
36,9
= 28,7
“Nm
Filipina Mesir  Indonesia Kolombia Brasil Tiongkok Thailand Meksiko Korea
Selatan
* 40,1
=
a
2 18,2 19,1 19,8
g 131 150 161 4 ' i
a)
:om I 0 1

Filipina  Mesir Indonesia Kolombia Brasil Tiongkok Thailand Meksiko Korea
Selatan

Catatan: *) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000
Sumber: APK: Bank Dunia (2017 atau setelahnya); PDB: Bank Dunia (2017, 2018)

Seperti terlihat pada grafik di atas, angka partisipasi PAUD Indonesia sangat
rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuan-
ya telah mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). Bahkan angka partisipasi
PAUD Indonesia berada di bawah 40% (empat puluh persen). Dibandingkan den-
gan Mesir yang memiliki PDB lebih rendah, Indonesia memang telah memiliki an-
gka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi APK PAUD Indonesia jauh di
bawah Filipina yang memiliki PDB lebih rendah. Melihat hal ini, Indonesia tidak
bisa berpuas diri. Sebagai negara yang telah berketetapan untuk menjadi negara
maju, Indonesia memerlukan SDM yang berpendidikan baik.

Oleh karena itu acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju.
Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan PDB yang se-
dikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20% (dua puluh pers-
en), terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi
PAUD Kolombia (78,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia
(36,9%).

Angka partisipasi Indonesia akan semakin terlihat rendah dibandingkan den-
gan negara maju seperti Korea Selatan, yang memiliki angka partisipasi PAUD
95,0%, lebih dari 3 kali lipat dari angka partisipasi PAUD Indonesia sebesar 36,9%.




Ada beberapa kemungkinan penyebab angka partisipasi PAUD yang rendah di
Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat tentang manfaat pendidikan bagi anak
usia dini (golden years) masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih
terbatas. Masih ada sekitar 30% (tiga puluh persen) atau 25.000 (dua puluh lima
ribu) desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD. Ketiga, ketidakmam-
puan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pen-
didikan.

Mutu PAUD

Pasal 60 Ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa akreditasi dilaksanakan un-
tuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sementara Pasal
2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana beberapa
kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, disebutkan
bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP
dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Artinya, setiap program dan satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal harus dikembangkan agar
mencapai SNP.

Berkaca dari aturan tersebut, Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen terus mendorong
upaya akreditasi PAUD dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Pada rentang tahun 2015-2019, ada peningkatan jumlah lembaga PAUD yang
terakreditasi. Bahkan meningkat lebih dari enam belas kali lipat. Hal ini dapat di-
lihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3. 4 Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD
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Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga, rata-rata ting-
kat penambahan PAUD per tahun dalam periode 2015-2019 adalah 103% (ser-
atus tiga persen) per tahun. Namun demikian, pada tahun 2019, masih tersisa
114.577 (seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) PAUD yang
belum terakreditasi.

Untuk memastikan agar akreditasi bisa mencakup semua lembaga PAUD,
maka perlu dilakukan optimalisasi proses akreditasi.







BAGIAN IV
PANDEMI COVID-19
DAN PEMBELAJARAN PAUD

A. COVID-19 dan Ancamannya

esember 2019, perhatian sebagian besar warga dunia terpusat ke Kota Wu-

han, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pasalnya, di kota yang berpenduduk seki-
tar 9.100.000 jiwa ini, telah ditemukan koronavirus jenis baru yang diberi nama
SARS-CoV-2. Virus yang dikemudian hari lebih dikenal sebagai Coronavirus Disease
2019 (COVID-19) ini adalah jenis penyakit baru yang dapat menyebabkan gang-
guan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi
paru-paru, seperti pneumonia.

Setelah Desember 2019, berita tentang COVID-19 memenuhi media massa.
Virus yang diilustrasikan berbentuk bulat dan diselubungi lapisan protein ber-
bentuk mahkota ini, menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar
ke puluhan negara. Satu per satu, negara-negara di dunia mengumumkan secara
resmi bahwa ada warganya yang terjangkit COVID-19. Tak kecuali Indonesia. Ka-
sus pertama yang terjadi di Tanah Air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Hal
ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta,
Senin, 2 Maret 2020.

Penyebaran COVID-19 yang cepat membuat beberapa negara menerapkan ke-
bijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Coro-
na. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Risiko

COVID-19 bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di he-
wan sebelum akhirnya menyerang manusia.

Ketika manusia terinfeksi COVID-19, ia dapat menyebarkan COVID-19
melalui droplet pernapasan. Percikan batuk atau bersinnya akan menempel di per-
mukaan benda atau kulit manusia, dan akan berpindah ketika ada manusia lain
menyentuhnya. Kemudian, virus ini akan menginfeksi manusia ketika tangan yang
terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah, seperti mulut, hidung, dan mata.

Manusia yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami gejala yang hampir mirip
dengan gejala flu, seperti demam tinggi lebih dari 38 derajat celsius, batuk kering,
lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernapas, dan sakit kepala.




Masa inkubasi COVID-19 ini sekitar 14 hari. Berarti, bisa jadi ada orang yang
telah terinfeksi COVID-19, namun baru menyadarinya setelah 14 hari.

Mayoritas penderita COVID-19 dapat sembuh. Namun bagi sebagian orang,
terutama yang memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, kanker dan
lainnya, COVID-19 dapat mengakibatkan resiko fatal dan berujung kematian.
Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Repub-
lik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 15 Februari 2021 adalah
1.217.486 orang dengan jumlah kematian 33.183 orang.

Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat
kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,7%. Case
fatality rate adalah presentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif
COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan.

Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian (case fatality rate) berdasarkan
kelompok usia dapat dikelompokkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tingkat Kematian Akibat COVID-19 Berdasarkan Kelompok Usia

No Kelompok Usia Tingkat Kematian
1 | 0-5tahun 0,78%
2 | 6-18 tahun 0,42%
3 |19-30 tahun 0,50%
4 | 31-45 tahun 1,16%
5 |46-59 tahun 3,95%
6 | >60 tahun 12,17%

Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia

Berangkat dari data tersebut, COVID-19 dapat menyerang siapa saja. Tidak
hanya golongan usia lanjut, orang dewasa, dan remaja. Namun juga termasuk ibu
hamil, bayi, dan anak-anak usia PAUD.

Dampak COVID-19 pada Anak Usia Dini

Sebagian besar anak yang terinfeksi COVID-19 tidak menunjukkan sakit yang
parah seperti orang dewasa. Bahkan, beberapa anak mungkin saja terinfeksi, na-
mun tidak menunjukkan gejala sakit sama sekali. Kendati demikian, ada banyak
gejala yang umum pada anak yang terinfeksi COVID-19.

National Health Service (NHS), sebagaimana dilansir kompas.com pada tanggal
8 September 2020, mencatat ada tiga gejala umum yang dialami oleh anak yang
terinfeksi virus SARS-CoV-2. Di antaranya kelelahan, sakit kepala dan demam, be-
berapa juga disertai batuk atau kehilangan indra perasa maupun penciuman. Bah-
kan ada juga yang mengalami sakit tenggorokan, susah makan, ruam kulit tidak
biasa, dan diare.




Meski jarang yang berakibat fatal dan berujung pada kematian, namun resiko
COVID-19 di atas harus diwaspadai oleh guru dan orang tua. Lebih-lebih, Anak
usia dini merupakan individu yang rentan, baik karena imunitasnya maupun kare-
na dia sangat bergantung pada lingkungan, keluarga dan orang tuanya, terutama
perihal patuh protokol kesehatan. Mereka juga belum mampu memahami apa yang
terjadi pada diri mereka sendiri. Sementara COVID-19 dapat menginfeksi melalui
percikan droplet yang menyebar melalui udara, terkena ke mulut, hidung maupun
mata.

Lebih jauh, kebiasaan anak-anak yang suka bermain dengan teman-temannya,
baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya, juga dapat menam-
bah risiko anak-anak terpapar COVID-19.

Kebijakan Kemendikbud Antisipasi Pandemi COVID-19

Menghadapi Pandemi COVID-19, Kemendikbud melakukan beberapa penye-
suaian kebijakan pendidikan, seperti penerbitan Surat Edaran Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyeba-
ran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Aturan yang ditandatangani Mend-
ikbud tanggal 24 Maret 2020 ini, di antaranya berisi tentang Kebijakan Belajar
dari Rumah (BDR), Pembatalan Ujian Nasional, Mekanisme PPDB dengan tidak
mengumpulkan peserta didik dan orangtua, hingga relaksasi BOS/BOP yang dapat
digunakan untuk membiayai keperluan pencegahan Pandemi COVID-19 seperti
penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker, serta mem-
biayai pembelajaran daring (PJJ).

Pada rentang waktu Maret-April 2020 juga ada kebijakan pendidikan seperti
peluncuran portal guru berbagi dengan alamat guruberbagi.kemdikbud.go.id, dan
relaksasi penggunaan BOS/BOP untuk pembayaran honor guru, BDR, dan penan-
ganan COVID-19 di satuan pendidikan.

Kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 terbit Surat Edaran Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan BDR dalam Masa Darurat Penyebaran
COVID-19. Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud,
Ainun Na'im, ini berisi tiga pembahasan. BAB I tentang Tujuan, Prinsip, Metode
dan Media Pelaksanaan Belajar dari Rumah. BAB II tentang Panduan Pelaksanaan
Belajar dari Rumah, dan BAB III tentang Panduan Kegiatan Pembelajaran Saat Sat-
uan Pendidikan Kembali Beroperasi.

Selain itu juga ada kebijakan pendidikan seperti perluasan sasaran BOS Afir-
masi dan BOS Kinerja untuk sekolah swasta, serial webinar Adaptasi Pembelajaran
di Masa COVID-19, serta peluncuran rekampandemi.kemdikbud.go.id/ yang ditu-
jukan untuk mendokumentasikan perubahan sosial dan budaya akibat COVID-19.
Ada juga data portal kesiapan PTM, yaitu sekolah.data.kemdikbud.go.id/kes-
iapanbelajar.




Selanjutnya terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri
sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 5 Juni 2020, 7 Agustus dan 20 November 2020.

Gambar 4. 1 Penyesuaian Kebijakan Pendidikan
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Pada SKB 4 Menteri tertanggal 20 November 2020, pemberian kewenangan
penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka, diambil sesuai hasil
evaluasi yang dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait, masukan dari para
kepala daerah, dan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang
menyatakan bahwa walaupun PJJ sudah terlaksana dengan baik, tetapi pelaksa-
naan terlalu lama tanpa melakukan PTM akan berdampak negatif bagi anak didik.
Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terha-
dap anak yang tidak terdeteksi, juga turut menjadi pertimbangan. Meski demiki-
an, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum memberi izin penyelengga-
raan PTM. Hal ini sebagaimana siaran pers Kemendikbud Nomor: 368/sipres/A6/
X1/2020 dengan judul “Pemerintah Daerah Diberikan Kewenangan Penuh Tentu-
kan Izin Pembelajaran Tatap Muka” tanggal 20 November 2020, bahwa PTM di
satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang tel-
ah memenubhi daftar periksa, seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangah pakai sabun dengan air mengalir
atau hand sanitizer, dan disinfektan. Selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pe-
layanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur
suhu badan (thermogun).

Gambar 4. 2 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan Pemda
dalam Pemberian Izin PTM
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Daftar periksa berikutnya adalah memiliki pemetaan warga satuan pendi-
dikan yang memiliki komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses trans-
portasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko
COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Terakhir, mendapatkan per-
setujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

PTM dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, ter-
diri dari kondisi kelas pada jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dengan menerapkan
jaga jarak minimal 1,5 meter, jumlah peserta didik dalam kelas pada jenjang SLB
maksimal 5 peserta didik per kelas dari standar awal 5-8 peserta didik per kelas.
Pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 18 peserta didik dari stan-
dar awal 28-36 peserta didik/kelas. Sedangkan jenjang PAUD maksimal 5 peserta
didik dari standar awal 15 peserta didik/kelas.

Penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari, dan jam belajar dilakukan den-
gan sistem pergiliran rombongan belajar dan ditentukan oleh masing-masing sat-
uan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Kantin di satuan pendidikan tidak boleh buka, kecuali setelah masa transisi
(dua bulan pertama) selesai dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian
juga kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak boleh dilakukan, kecuali setelah
masa transisi selesai. Tapi demikian, olahraga yang menggunakan peralatan bersa-
ma dan tidak memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter seperti basket,
voli, dan sebagainya tidak diperkenankan.

Pembelajaran PAUD di Masa Pandemi COVID-19

Meski SKB 4 Menteri telah memberikan kewenangan penuh kepada pemer-
intah daerah tentang perizinan PTM, namun sebagian besar pemerintah daerah
belum berani. Hal ini sebagaimana data yang disajikan Pusat Data dan Informasi,
Sekretariat Jenderal, Kemendikbud melalui laman http://sekolah.data.kemdik-
bud.go.id/ per tanggal 25 Maret 2021.

Grafik 4. 1 Persentase PTM dan BDR
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Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar satuan pendidikan
masih menyelenggarakan PJJ/BDR. Alasannya, PTM masih berisiko diterapkan,
terutama bagi PTK.

Namun demikian, PJJ/BDR juga menimbulkan sejumlah masalah/kendala
bagi warga satuan pendidikan, terutama peserta didik. Hal ini seperti survei Pusat
Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, Kemend-
ikbud bahwa 71% peserta didik terkendala saat mengikuti PJJ/BDR. Sementara
yang tidak terkendala hanya 29%.

Di antara kendala peserta didik selama menjalani aktivitas BDR adalah sulit
berkonsentrasi, keterbatasan jaringan internet, kurang bersemangat, sulit berko-
munikasi dengan guru, keterbatasan pengetahuan orangtua, belum mampu men-
goptimalkan media, dan tidak memiliki perangkat TIK.

Grafik 4. 2 Kondisi Peserta Didik saat BDR
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Sumber: Indonesia High-Frequency Monitoring of COVID-19 Impacts on Households, Bank Dunia, 2020
** Sumber: Hasil Survey Belajar Dari Rumah (BDR) di Masa Pandemi COVID-19, Puslitjak, Kemendikbud, 2021



D. Proyeksi Masa Depan Peserta Didik

Peralihan PTM menjadi PJJ/BDR juga menimbulkan beberapa dampak sig-
nifikan kepada peserta didik, seperti scarring (ketakutan) atau dampak psikologis
lainnya yang bersifat jangka panjang.

Selain itu, beberapa simulasi menunjukkan bahwa PJJ/BDR dapat menyebab-
kan learning loss dan literacy loss (minat belajar dan membaca memudar), yang
dapat menurunkan kemampuan peserta didik lebih besar dibandingkan akibat li-
bur sekolah.

Dampak lainnya adalah peserta didik rentan putus sekolah, dan pada akhirnya
akan memengaruhi capaian PISA.

Grafik 4. 3 Proyeksi Tren dalam Skor PISA: Skenario Saat ini (4 bulan),
Optimis (6 bulan) dan Pesimis (8bulan)
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Selain itu, PJJ yang berkepanjangan juga diproyeksikan akan berpengaruh ke-
pada kecakapan hidup peserta didik di masa depan, dan kelak akan menimbulkan
dampak jangka panjang pada penghasilan mereka.

Grafik 4. 4 Dampak Pada Rata-Rata Penghasilan Tahunan Per Peserta Didik
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Mengingat proyeksi di atas, perlu ada langkah-langkah startegis dalam rangka
meminimalisir penularan COVID-19, sekaligus memulihkan learning loss dan liter-
acy loss peserta didik saat satuan pendidikan dibuka kembali.




BAGIAN V
PETA MUTU PAUD DI MASA
PANDEMI COVID-19

ebagaimana telah disinggung pada BAB II, siklus pertama dalam Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan adalah pemetaan mutu, yaitu upaya untuk mengetahui tingkat
kelayakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai delapan SNP,
yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar pen-
gelolaan, dan standar pembiayaan. Makin sesuai satuan pendidikan dengan kedelapan
standar itu, maka satuan pendidikan yang bersangkutan makin layak sebagai penye-
lenggara program pendidikan.

Untuk mengetahui ketercapaian Satuan PAUD pada kedelapan standar itu, petugas
pemetaan mutu, khususnya verifikator yang ditunjuk oleh BP/PP PAUD Dikmas wajib
datang ke setiap satuan pendidikan untuk mengamati kondisi fisik (gedung, ruang be-
lajar, ruang administrasi, serta sarana dan prasarana) dan non fisik (proses pengelo-
laan dan pembelajaran), sekaligus melakukan wawancara dan pemeriksaan dokumen.

Namun, mengingat Pandemi COVID-19 masih menunjukkan eskalasi yang ting-
gi, pengamatan secara langsung tersebut tidak banyak dilakukan, terutama pada
daerah yang masuk kategori zona merah berdasarkan ketetapan Satgas Penanganan
COVID-19. Sebagai gantinya, para petugas mengandalkan aplikasi pemetaan mutu
pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, verifikator wajib memegang teguh prinsip-prinsip
penjaringan data sebagaimana telah dijelaskan di BAB II, yaitu objektif, demokratis,
kooperatif, komprehensif, kekinian berorientasi pada tujuan, transparan, konstruktif,
berkelanjutan, dan praktis.

Lebih jauh, untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang mutu satuan pen-
didikan, verifikator harus memperhatikan beberapa informasi seperti:

1. indikator-indikator SNP yang sudah tercapai dan yang belum tercapai;
2. masalah ketidakmampuan untuk mencapai indikator-indikator SNP;
3. masalah-masalah ketidaktepatan pengelolaan dan pembelajaran;

4. komitmen untuk mencapai SNP; dan

5. Komitmen untuk mewujudkan satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas Dikmen
yang terakreditasi.




Pada BAB V ini akan dipaparkan sasaran, tujuan, dan hasil capaian mutu Satuan
PAUD di Masa Pandemi COVID-19 tahun 2020:

A. Sasaran

Jumlah kuota sasaran pemetaan mutu pada tahun 2020 ini sekitar 26.413 Sat-
uan PAUD. Namun yang berhasil terpetakan sekitar 21.896 Satuan PAUD, yang
terdiri dari 9.450 Kelompok Bermain (KB), 2.849 Satuan PAUD Sejenis (SPS),
9.360 Taman Kanak-kanak (TK), dan 256 Taman Penitipan Anak yang tersebar di
34 Provinsi di Indonesia.

Jumlah sasaran tersebut disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia di
masing-masing PP/BP PAUD Dikmas.

B. Tujuan

Pemetaan mutu pada Satuan PAUD dilaksanakan untuk tujuan verifikasi ket-
ercapaian satuan KB, SPS, TK, dan TPA pada indikator-indikator SNP yang telah
dirumuskan oleh BAN. Makin sesuai dengan indikator-indikator tersebut, maka
satuan pendidikan di jenjang PAUD Dikdas dan Dikmen makin layak sebagai
penyelenggara program pendidikan. Goalnya ada tiga, yaitu:

1. Satuan PAUD yang yang belum layak diusulkan akreditasi;
2. Satuan PAUD yang layak diusulkan akreditasi tapi dengan supervisi ketat; dan

3. Satuan PAUD yang layak diusulkan akreditasi;

Tiga Goal Peta Mutu PAUD
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Gambar 5. 1 Proses Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan Mencapai SNP
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Untuk memperoleh tiga goal di atas, telah disediakan metode rekapitulasi pe-
nilaian ketercapaian mutu sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 5. 2 Gambaran Metode Rekpitulasi Pemetaan Mutu Satuan PAUD (1)
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Gambar 5. 3 Gambaran Metode Rekpitulasi Pemetaan Mutu Satuan PAUD (2)

STANDAR Proses Pengelo | Pembia
laan yaan

Terpenuhi

Indikator 8 7 6 6 18 5 10 3 Jumlah
standar




Pada gambar 5.2 di atas, ada banyak indikator SNP yang tidak terpenuhi. Seh-
ingga Satuan PAUD yang bersangkutan perlu dibina oleh supervisor yang ditunjuk
oleh PP/BP PAUD Dikmas.

Sementara pada gambar 5.3 di atas, seluruh indikator pada masing-masing
SNP berhasil dicapai dengan sempurna, sehingga Satuan PAUD yang bersangkutan
dapat diusulkan untuk memperoleh akreditasi oleh BAN.

Hasil Peta Mutu

Hasil peta mutu jenjang PAUD diolah oleh tim laman pemetaanmutu.paud-dik-
mas.kemdikbud.go.id. Untuk tahun 2020, kondisi pemetaan mutu Satuan PAUD,
yang terdiri dari KB, SPS, TK dan TPA pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Kondisi Pemetaan Mutu Satuan PAUD Berdasarkan Bentuk Pendidikan

Tahun 2020
Diusulkan Diusulkan Satuan
Bentuk Belum Layak dengan untuk Pendidikan
Pendidikan Akreditasi Supervisi yang . . Tidak
AKkreditasi q
Ketat Ditemukan
KB 693 6214 2528 15
SPS 184 2092 571 2
TK 602 5639 3115
TPA 15 147 94
Total 1494 14092 6308 21

Sumber: Sumber: https://pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ tanggal 9 Maret 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada 693 Satuan KB yang belum layak
diakreditasi, 6.214 KB yang dapat diusulkan akreditasi dengan supervisi ketat, dan
2.528 KB yang dapat diusulkan untuk akreditasi, serta 15 KB yang tidak ditemu-
kan. Logika ini juga berlaku untuk satuan SPS, TK dan TPA.

Total ada 21.896 Satuan PAUD yang telah dipetakan, dan bila dipetakan ber-
dasarkan 34 provinsi di Indonesia, akan menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Kondisi Pemetaan Mutu Satuan PAUD Berdasarkan Provinsi

Diusulkan

Nama Provinsi Belum Layak Suvervisi Diusulkan Tidak
v Akreditasi uperv Akreditasi | Ditemukan
Ketat
Prop. Aceh 43 102 188 1
Prop. Bali 17 131 163
Prop. Bangka Belitung 14 30
Prop. Banten 42 416 260

Prop. Bengkulu 3 131 52



Belum Layak Diusulkan Diusulkan Tidak

Nama Provinsi Akreditasi Supervisi Akreditasi | Ditemukan
Ketat
Prop. D.I. Yogyakarta 48 178 259
Prop. D.K.I. Jakarta 13 225 106
Prop. Gorontalo 10 121 24 3
Prop. Jambi 15 102 193
Prop. Jawa Barat 305 8319 1031 10
Prop. Jawa Tengah 212 1193 747
Prop. Jawa Timur 6 5 21 1
Prop. Kalimantan Barat 2 63 144
Prop. Kalimantan Selatan 14 339 315
Prop. Kalimantan Tengah 36 59 178
Prop. Kalimantan Timur 15 62 67
Prop. Kalimantan Utara 4 13 21
Prop. Kepulauan Riau 1 96
Prop. Lampung 10 429 61
Prop. Maluku 57 60 75
Prop. Maluku Utara 89 92 47
g:(;i Nusa Tenggara 51 588 978 1
Fl;;;lpl;rNusa Tenggara 43 92 954
Prop. Papua 64 78 65 2
Prop. Papua Barat 33 19 14
Prop. Riau 3 388
Prop. Sulawesi Barat 104 82 14
Prop. Sulawesi Selatan 26 120 69
Prop. Sulawesi Tengah 64 98 223 1
Prop. Sulawesi Tenggara 7 105 100
Prop. Sulawesi Utara 26 41 23
Prop. Sumatera Barat 29 72 250 1
Prop. Sumatera Selatan 68 131 157
Prop. Sumatera Utara 37 609 395 1
Grand Total 1494 14092 6308 21

Sumber: Sumber: https://pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ tanggal 9 Maret 2021




Kondisi Pemetaan Mutu Satuan PAUD di atas, selanjutnya dianalisa menggu-
nakan indikator standar nasional pendidikan, dan menghasilkan nilai sebagaima-
na gambar di bawah ini:

Gambar 5. 4 Capaian Pemetaan Mutu Satuan PAUD Tahun 2020
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Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa standar pengelolaan menempati
posisi terendah dengan 53.87 poin. Sedangkan standar penilian menempati posisi
tertinggi dengan 78.45 poin.

Sementara itu, bila dibandingkan peta mutu pada tahun 2019 diperoleh hasil
sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 5. 5 Komparasi Capaian Pemetaan Mutu PAUD Tahun 2019 dan 2020
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Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak
Standar Isi
Standar Proses
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana

Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan
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SNP | 2019
72,09
55,07
75,17
63,56
72,98
50,53
38,85
73,15

Tabel 5. 3 Komparasi Capaian Pemetaan Mutu PAUD Tahun 2019 dan 2020

2020
76,04
57,53
77,1
63,86
75,59
53,87
62,06
78,45

Dari grafik jaring laba-laba dan/atau tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pandemi COVID-19 tidak terlalu berdampak negatif pada capaian mutu Satuan
PAUD. Karena bila dibandingkan dengan tahun 2019, capaian peta mutu pada ta-
hun 2020 tidak mengalami penurunan. Bahkan hampir di seluruh standar men-
galami kenaikan.

Ada beberapa indikator yang menyumbang kenaikan hasil peta mutu di atas,
sekaligus beberapa indikator yang memengaruhi penurunan hasil capaian mutu
Satuan PAUD pada masa Pandemi COVID-19, yaitu:

Tabel 5. 4 Sepuluh Indikator Tertinggi Tingkat Ketercapaiannya

Standar

Standar Sarana
dan Prasarana

Standar Sarana
dan Prasarana

Standar Penge-
lolaan

Standar Ting-
kat Pencapaian
Perkembangan
Anak

Standar Proses
Standar Proses

Standar Ting-
kat Pencapaian
Perkembangan
Anak

Indikator

Dokumen status lahan yang digu-
nakan Satuan PAUD

Dokumen luas lahan yang digunakan

Dokumen kelembagaan yang dimiliki
meliputi visi, misi, dan tujuan

Dokumen data tingkat pencapaian
perkembangan anak sesuai dengan
kelompok usia

Dokumen program semester

Dokumen Rencana Pelaksanaan Pem-
belajaran Mingguan (RPPM)

Dokumen rekap pencapaian pertum-
buhan anak

Lembaga yang
memenuhi

90,32%

88,79%

88,79%

87,45%

86,15%

85,96%

85,39%




No

Standar

Standar Penge-
lolaan

Standar Proses

Standar Isi

Indikator

Dokumen daftar kehadiran pendidik
dan tenaga kependidikan

Dokumen Rencana Pelaksanaan Pem-
belajaran Harian (RPPH)

Dokumen KTSP

Lembaga yang
memenuhi

84,69%

84,36%

83,01%

Tabel 5. 5 Sepuluh Indikator Terendah Tingkat Ketercapaiannya

Standar

Standar Proses

Standar
Pembiayaan
Standar
Tingkat Penca-
paian Perkem-
bangan Anak
Standar
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Standar Sarana
dan Prasarana
Standar
Pengelolaan
Standar
Pengelolaan

Standar Isi

Standar
Pengelolaan

Standar
Pengelolaan

Indikator

Dokumen bentuk keterlibatan
orangtua pada Satuan PAUD

Dokumen pembukuan terkait pem-
biayaan yang dimiliki oleh satuan

Dokumen Analisis Pencapaian
Perkembangan Anak sesuai Kelompok
Usia

Kualifikasi Kompetensi (Dokumen
Sertifikat Kursus, Pelatihan, Work-
shop Seminar, dsb)

Dokumen jenis dan jumlah ruang
yang dimiliki

Dokumen Kalender Pendidikan

Dokumen Panduan Pelaksanaan yang
digunakan

Dokumen acuan kurikulum

Dokumen lama belajar perminggu
sesuai kelompok usia yang dilayani

Dokumen Lama Belajar Perhari sesuai
kelompok usia yang dilayani

Lembaga yang

memenuhi

48,60%

43,39%

43,13%

39,29%

38,25%

23,94%

18,06%
3,12%

2,49%

0,65%



D. APKPAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu kunci dari keberhasilan
pembangunan pendidikan, termasuk untuk jenjang PAUD.

Grafik 5. 1 Perkembangan APK PAUD
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Sejak tahun 2010, ada sejumlah program yang diluncurkan untuk mening-
katkan APK PAUD, seperti bantuan RKB PAUD, BOP PAUD, bantuan PAUD untuk
layanan khusus atau daerah marjinal, dan bantuan PAUD pasca bencana dan tang-
gap darurat. Sehingga tren kenaikan APK pada Satuan PAUD mulai tahun 2010
s.d. 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan pada tahun 2017,
APK PAUD berhasil mencapai 74,28 poin, sebagaimana tergambar pada grafik 5.1
di atas.

Namun pada tahun 2018, APK Satuan PAUD mengalami penurunan. Bahkan
pada tahun 2019, APK Satuan PAUD mengalami penurunan drastis pada poin
32,53. Poin ini jauh lebih rendah dibandingkan capaian APK Satuan APUD pada
tahun 2010, yang mencapai 34,54 poin.

Mengingat hal itu, ada beberapa intervensi yang dilakukan Ditjen PAUD Dik-
das, Dikmen sehingga APK Satuan PAUD pada tahun 2020 atau masa pandemi
COVID-19 naik menjadi 40,17 poin.

Sementara itu, provinsi yang berhasil menaikkan APK Satuan PAUD pada ta-
hun 2020 adalah Provinsi Jawa Timur dengan 67,01 poin. Posisi kedua dicapai
Provinsi D.I Yogyakarta dengan 63,26 poin, dan posisi ketiga dicapai Provinsi Nusa
Tenggara Barat dengan 59.47 poin. Adapun poin terendah dicapai provinsi Papua
dengan 18.57 poin.




Tabel 5. 6 APK/APM PAUD Sederajat Tiap Provinsi Tahun 2020/2021

Nama Provinsi Penduduk Usia 3-6 | Total Siswa
¥ th BPS PAUD

1 D.K.I. Jakarta 736,400 151,147 20.53
2 Jawa Barat 3,462,500 1,208,507 34.9
3 Banten 988,400 267,423 27.06
4 Jawa Tengah 2,119,900 1,151,063 54.3
5 D.I. Yogyakarta 226,700 143,415 63.26
6 Jawa Timur 2,270,300 1,521,368 67.01
7 Aceh 452,800 167,841 37.07
8 Sumatera Utara 1,213,800 332,424 27.39
9 Sumatera Barat 429,900 144,921 33.71
10 Riau 586,400 148,362 25.3
11 Kepulauan Riau 178,300 39,572 22.19
12 Jambi 256,000 118,298 46.21
13 Sumatera Selatan 639,000 194,634 30.46
14 Bangka Belitung 108,000 36,979 34.24
15 Bengkulu 146,500 58,752 40.1
16 Lampung 616,700 245,812 39.86
17 Kalimantan Barat 394,700 89,128 22.58
18 Kalimantan Tengah 201,400 91,461 45.41
19 Kalimantan Selatan 321,700 144,288 44 .85
20 Kalimantan Timur 276,700 93,145 33.66
21 Kalimantan Utara 60,700 19,699 32.45
22 Sulawesi Utara 165,300 59,826 36.19
23 Gorontalo 89,700 52,968 59.05
24 Sulawesi Tengah 215,204 115,782 53.8
25 Sulawesi Selatan 683,996 232,577 34

26 Sulawesi Barat 118,900 57,218 48.12
27 Sulawesi Tenggara 238,600 103,843 43.52
28 Maluku 162,500 51,932 31.96
29 Maluku Utara 110,800 50,821 45.87
30 Bali 260,700 81,002 31.07
31 Nusa Tenggara Barat 396,100 235,541 59.47
32 Nusa Tenggara Timur 504,400 141,620 28.08
33 Papua 264,300 49,071 18.57
34 Papua Barat 78,700 21,560 27.4

Indonesia 18,976,000 7,622,000 40.17




E. Kesimpulan

1. Standar pengelolaan menempati posisi terendah dengan 53.87 poin. Sedang-
kan standar penilian menempati posisi tertinggi dengan 78.45 poin.

2. Bila dibandingkan pada tahun 2019, capaian peta mutu pada tahun 2020 ti-
dak mengalami penurunan. Justru dari seluruh standar mengalami kenaikan.
Ini berarti pandemi covid-19 tidak berdampak negatif pada peta mutu Satuan
PAUD.

3. APK Pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Namun
demikian, capaian ini masih perlu dioptimalkan, terutama pada provinsi yang
nilai APK-nya masih rencah, seperti Provinsi Papua.
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BAGIAN VI
REKOMENDASI

Pemetaan mutu Satuan PAUD, Dikdas dan Dikmen harus dilaksanakan secara teren-

cana, terarah, dan berkesinambungan sehingga hasil yang diharapkan dapat terca-

pai secara optimal. Hasil pemetaan mutu yang paling penting adalah:

1.

Seperangkat data dan informasi tentang kondisi Satuan PAUD yang menggambar-
kan ketercapaian dan ketidaktercapaian SNP;

Seperangkat data dan informasi yang menyangkut permasalahan-permasalahan
Satuan PAUD dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran;

. Seperangkat harapan, keinginan, dan/atau aspirasi pendidik dan tenaga kependi-

dikan di Satuan PAUD sebagai sasaran pemetaan mutu; dan

Seperangkat data dan informasi tentang pemeringkatan Satuan PAUD berdasarkan
kriteria yang ditetapkan.

Hal di atas perlu dikedepankan, karena pemetaan mutu bukan sekadar untuk

mengelompokan atau mengklasifikasi tiap-tiap Satuan PAUD dalam kategori tertentu,

melainkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan satuan pendi-
dikan di jenjang PAUD.

Pemetaan mutu Satuan PAUD yang dilakukan dengan prosedur yang baik, dapat

dimanfaatkan sebagai dasar:

1.

2.

Perumusan kebijakan di bidang pendidikan jenjang PAUD;
Pelaksanaan supervisi pendidikan;

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan satuan dan penyelenggaraan
pembelajaran PAUD;

Peningkatan mutu sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pada tiap-tiap
Satuan PAUD;

. Peningkatan mutu pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan Satuan PAUD;

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana
satuan dan penyelenggaraan pembelajaran PAUD; dan




7. Pengembangan komitmen menuju tercapainya akreditasi Satuan PAUD yang ung-
gul.

Pemanfaatan hasil pemetaan mutu secara efektif dan efisien merupakan modal
yang berharga bagi upaya perwujudan pelayanan dan pembelajaran PAUD yang makin
bermutu. Semogal!
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No

1

LAMPIRAN INSTRUMEN PENJARINGAN
DATA MUTU SATUAN PAUD

Standar

Tingkat Pencapa-
ian Perkemban-
gan Anak

No.

Butir

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Upload Dokumen

Dokumen rekap Pencapaian Pertumbuhan anak yang
berisi:

=  BeratBadan (unggah dokumen rekap BB)
= Tinggibadan (unggah dokumen rekap TB)
=  Lingkarkepala (unggah dokumen rekap LK)
= Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen rekap terbaru semua anak yang dimiliki

Dokumen Analisis Pencapaian Pertumbuhan semua
anak sesuai kelompok usia, yang meliputi:

=  Grafik Berat Badan berbanding Tinggi Badan dari
Buku KIA (unggah dokumen)

= Grafik Tinggi Badan berbanding Usia dari Buku
KIA  (unggah dokumen)

= Grafik Lingkar Kepala pada Buku KIA (unggah
dokumen)

= Tidak memiliki dokumen

Unggah contoh dokumen untuk tiap kelompok usia

Dokumen Data Tingkat Pencapaian Perkembangan
Anak sesuai dengan kelompok usia yang meliputi aspek
perkembangan:

= Nilai Agama dan Moral

. Fisik Motorik

=  Kognitif

. Bahasa

= Sosial Emosional

. Seni

= Tidak memiliki dokumen

Unggah data catatan perkembangan tingkat penca-
paian perkembangan semua anak terbaru

Dokumen Analisis Pencapaian Perkembangan Anak se-
suai Kelompok Usia yang dapat berupa:

= DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak) /
(unggah dokumen)

= KMS (Kartu Menuju Sehat) Terpadu / (unggah
dokumen)

= KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan)
dalam buku SDIDTK / (unggah dokumen)

= Tidak memiliki dokumen

Cara Skor

Jumlah alternatif pilihan

n=3
Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=3

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan n
=1

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:




No

Standar ‘

No.
butir

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

Upload Dokumen

Dokumen KTSP yang terdiri atas:

Visi
Misi
Tujuan

Muatan Pembelajaran yang mengacu pada KI
dan KD

Pengaturan lama belajar
Kalender Pendidikan
Program Semester

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan
(RPPM)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian
(RPPH)

Unggah dokumen terbaru KTSP (untuk RPPM dan RPPH
hanya contoh yang digunakan satuan)

Dokumen acuan kurikulum berdasarkan standar
berikut:

Nasional
Internasional, sebutkan............

Acuan yang menunjukkan kekhasan satuan,
sebutkan..........

Tanpa acuan standar

Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen acuan kurikulum sesuai yang digunakan
untuk menyusun KTSP

Dokumen evaluasi kurikulum satuan (KTSP):

Notulen rapat yang beragendakan evaluasi kuri-
kulum (unggah dokumen)

Daftar hadir rapat (unggah dokumen)

Berita acara hasil rapat berkenaan dengan

kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang baru
ditetapkan (unggah dokumen)

Penetapan kurikulum yang akan digunakan
(unggah dokumen)

Tidak ada dokumen

Dokumen panduan tentang perilaku keselamatan diri
anak yang dimiliki, (bisa 1 dokumen atau lebih), yaitu:

Perlindungan terhadap kekerasan fisik
Perlindungan terhadap kejahatan seksual
Perlindungan terhadap kekerasan psikis
Perlindungan terhadap diskriminasi

Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen SOP tentang perilaku keselamatan
diri anak

Cara Skor

Jumlah alternatif pilihan
n=9

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3,sd9

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
-0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=3

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika mencentan “tanpa acuan
standard” skor =0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=4

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3,4

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
-0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=4

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3,4

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:



No ‘ Standar ‘

3

Proses

No.
Butir

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Upload dokumen

Dokumen Program Semester yang memuat minimal
unsur:

. Daftar tema

=  Sub tema dalam setiap tema

= Alokasi waktu setiap tema

=  Kompetensi dasar dalam setiap tema
= Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen program semester tersebut di atas

Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ming-
guan (RPPM) yang memuat minimal unsur:

=  Identitas program layanan (nama satuan semes-
ter, bulan/minggu, tema sub tema, kelompok
usia )

= Aspek Pengembangan dan Kompetensi Dasar
yang dipilih

= Materi pembelajaran

*  Rencana kegiatan

= Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen RPPM yang terbaru

Dokumen RPPH dengan minimal unsur:

= Identitas Program (Nama satuan, Semester/Bu-
lan/Minggu, Hari/tanggal/Bulan/Tahun)

= Tema/Sub tema

=  Kelompok usia

= Alokasi Waktu

=  Kegiatan Pembukaan

- Kegiatan Inti

- Kegiatan Penutup

= Penilaian perkembangan anak
= Media (Alat dan bahan)

=  Tidak memiliki dokumen
Unggah dokumen RPPH yang terbaru
Dokumen pelaksanaan program Holistik-Integratif
yang mencakup:

=  Layanan Kesehatan

= Gizi

*  Perawatan

= Pengasuhan

= Perlindungan

= Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen pelaksanaan program
Holistik-Integratif

Cara Skor

Jumlah alternatif pilihan
n=4

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3,4

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=4

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3,4

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=9

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,sd9

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=>5

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,sd5

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:




No.

o Butir

Standar Cara Skor

Upload dokumen ‘

Tenaga Kependi-

Dokumen bentuk keterlibatan orangtua pada satuan
PAUD

=  Bukupenghubung orangtua dengan guru (ung-
gah dokumen)

= Pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan
Pendidikan (unggah dokumen)

®=  Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan
Pendidikan (unggah dokumen)

=  Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir
tahun pembelajaran (unggah dokumen)

= Berperan aktif dalam kegiatan dalam komite
sekolah/persatuan orangtua murid (unggah
dokumen)

. Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen laporan/foto kegiatan tersebut di atas

Kepala satuan pendidikan memiliki dokumen supervisi
proses pembelajaran yang memuat minimal unsur:

= Waktu pelaksanaan supervisi
= Nama guru yang disupervisi
=  Temuan supervisi

= Tindak lanjut supervisi

= Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen supervisi proses pembelajaran terakhir

Jumlah alternatif pilihan
n=>5

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,sd5

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan
rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=4

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,sd4

Jika mencentang tapi tidak

upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan
rumus:

Jumlah alternatif pilihan n =
ah Nama Pendidik

Jumlah yang dipilih (dicen-

Pendidik tang) i=jumlah nama yang
Kualifikasi Akademik ( Dokumen Ijazah) dokumennya diunggah
Tabel 4.1.1 lihat instrumen Jika Nama ada di daftar

Unggah dokumen ijazah terakhir dan dokumen lain
yang relevan untuk masing-masing Nama Pendidik

Kualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus,
Pelatihan, Workshop Seminar, dsb)

Table 4.1.2 lihat instrumen

Unggah dokumen sertifikat, kursus, pelatihan,
workshop, seminar dsb. untuk masing-masing Nama
Pendidik

Tenaga Kependidikan
Kualifikasi Akademik ( Dokumen Ijazah)
Table 4.2.1 lihat instrumen

Unggah dokumen ijazah terakhir dan dokumen lain
yang relevan untuk masing-masing Nama Tenaga
Kependidikan

Pendidik tetapi tidak upload
dokumen, maka skor = 0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan
rumus:

Jumlah alternatif pilihan n =
jumlah Nama Pendidik
Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=jumlah nama yang
dokumennya diunggah

Jika Nama ada di daftar
Pendidik tetapi tidak upload
dokumen, maka skor = 0
Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan n
= jumlah Nama Tenaga Kepen-
didikan
Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=jumlah nama

yang dokumennya diunggah
Jika Nama ada di daftar
Pendidik tetapi tidak upload
dokumen, maka skor = 0
Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0
Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:



No

Standar

Sarana dan
Prasarana

No.
Butir

4.2.2

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

Upload dokumen

ualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus,
Pelatihan, Workshop Seminar, dsb)

Table 4.2.2 lihat instrument

Unggah dokumen sertifikat, kursus, pelatihan, work-

shop, seminar dsb. untuk masing-masing Nama Tenaga

Pendidik

Dokumen ketersediaan Alat Permainan Edukatif
(APE), antara lain :

Alat bermain sensorimotor (bola berbagai ukuran,
plastisin, tanah liat, play dough, dlI)

Alat bermain peran (boneka, profesi, alat masak,dll)
Alat bermain pembangunan (balok, puzzle, pasir, dll)
Alat bermain seni (alat music, alat lukis, dll)

Alat bermain keaksaraan (buku, alat tulis, gambar,dll)

Alat bermain luar (prosotan, tangga pelangi, papan
titian, dll)

Tidak memiliki APE
Unggah daftar inventaris dan foto APE

Dokumen sarana kebersihan

= Jamban/Toilet dengan air bersih (unggah
dokumen foto)

=  Fasilitas cuci tangan  (unggah dokumen foto)

= Tempat sampah yang tertutup dan tidak terce-
mar (unggah dokumen foto)

. Tidak memiliki sarana kebersihan

Unggah dokumen foto bukti ketersediaan

Dokumen luas lahan yang digunakan:
- > 500 m2

- 300 -500 m2

- 100 - < 300 m2

. <100

= Tidak memiliki dokumen

= Unggah bukti dokumen yang menyatakan luas
lahan untuk masing-masing pithan

Dokumen status lahan yang digunakan satuan PAUD:
= Milik sendiri

. Sewa

(unggah dokumen)
(unggah dokumen)
=  Tidak memiliki dokumen status lahan

Unggah dokumen bukti status lahan

Cara Skor

Jumlah alternatif pilihan n

= jumlah Nama Tenaga Kepen-
didikan

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=jumlah nama yang
dokumennya diunggah

Jika Nama ada di daftar
Pendidik tetapi tidak upload
dokumen, maka skor = 0
Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=6

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,sd6

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
APE” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=3

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
APE” skor =0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan n

-1
Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan n

-1
Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:




No

6

Standar

Pengelolaan

No.
Butir

5.2.3

5.2.4

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Upload dokumen

Dokumen jenis yang dimiliki:

=  Ruangkegiatan anak

*  Ruang pendidik dan tenaga kependidikan
= Ruangan lainnya, sebutkan:

Unggah daftar ruang yang dimiliki

Ketersediaan Instalasi

= Dokumen fasilitas instalasi yang dimiliki:
= Listrik/peneranganlain (unggah dokumen)
= Air (unggah dokumen)

= Alat komunikasi (telephone/Hp) (unggah
dokumen)

= Internet (unggah dokumen)

Unggah dokumen bukti kepemilikan instalasi

.Visi, Misi dan Tujuan
Dokumen Kelembagaan yang dimiliki meliputi:
= Visi
- Misi
=  Tujuan

Unggah dokumen KTSP bagian Visi, Misi, dan Tujuan

Dokumen RKT yang berisi perencanaan tentang:
= Pesertadidik

= Kurikulum dan kegiatan pembelajaran

=  Pendidik dan tenaga kependidikan

= Saranadan prasarana

= Pendanaan

=  Peran serta masyarakat

= Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen RKT terbaru

Dokumen Kalender Pendidikan memuat unsur:

=  Penetapan awal tahun ajaran

= Waktu efektif pembelajaran

= Hari-harilibur yang bersifat fleksibel

= Penetapan akhir tahun ajaran

= Penetapan waktu penyerahan laporan berkala

=  Lainnya, sebutkan sebanyak yang ada pada

Unggah dokumen KTSP bagian kalender pendidikan
tahun berjalan

Cara Skor

Jumlah alternatif pilihan
n=3

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=4

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3,4

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=3

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Skor butir (S) dihitung dengan
rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=6

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2sd6

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=6

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2sd6

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:



No

Standar

No.
Butir

6.2.1

6.2.2

6.3.1

6.3.2

Upload dokumen

Dokumen struktur organisasi memuat unsur:

=  Personalia

=  Jabatan personalia

= Alur tanggungjawab

= Identitas personalia

= Tidak memiliki dokumen struktur organisasi

Unggah dokumen struktur organisasi

Memiliki dokumen deskripsi tugas pokok dan fungsi
dari:

= Kepala PAUD

= Pendidik/Guru

=  Tenaga kependidikan

. Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen deskripsi tugas pokok dan fungsi

Dokumen Panduan Pelaksanaan yang digunakan:

= Panduan pengembangan kurikulum (unggah
dokumen)

= Panduan pelaksanaan pembelajaran (unggah
dokumen)

=  Panduan penggunaan sarana prasarana (unggah
dokumen)

= Panduan administrasi dan ketatausahaan (ung-
gah dokumen)

- Panduan program keorangtuaan (unggah
dokumen)

=  Panduanlainnya:...

. Tidak memiliki dokumen

Unggah daftar inventaris panduan pelaksanaan dan foto
panduan

Dokumen daftar anak didik sesuai dengan kelompok
usia yang dilayani:

Unggah dokumen terbaru

Cara Skor

Jumlah alternatif pilihan
n=4

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2sd4

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=3

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=6

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,sd6

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
-0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumaus:

Jumlah alternatif pilihan
n=4

Berapapun yang dipilih (dicen-
tang) nilainya tetap [=4
Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:




No.

No Standar Buti Upload dokumen Cara Skor
utir
Jumlah alternatif pilihan
n =2 sd 6 sesuai dengan
kelompok usia yang dikelola
Dokumen Lama Belajar Perhari sesuai kelompok usia sehingga jika hanya memiliki
yang dilayani: 1 klp usia makaalternatif
pilihan hanya 2, jika 2 klp usia
0-2 tahun 2-4 tahun 4-6 tahun maka alternative pilihan 4,
jika 3 klp usia maka alterna-
6.3.3 < 120 menit < 150 menit < 180 menit tive pilihan 6
- . . . Jumlah yang diplihi=1sd 3
> 120 menit > 150 menit > 180 menit sesuai dengan kelompok usia
yang dikelola
Jika mencentang tapi tidak
Unggah dokumen jadwal kegiatan perhari 1_1%load dokumen, maka skor
Skor butir (S) dihitung dengan
rumus:
Jumlah alternatif pilihan
n =2 sd 8 sesuai dengan
Dokumen lama belajar perminggu sesuai kelompok kelompok usia yang dikelola
usia yang dilayani: sehingga jika hanya memiliki
1 klp usia maka alternatif
0-2 tahun 2-4 tahun 4-6 tahun pilihan hanya 2 sd 4, jika 2 klp
usia maka alternative pilihan
< 120 menit < 360 menit < 540 menit 4 sd 6, jika 3 klp usia maka
6.3.4 alternative pilihan 8
- >120 menit | > 360 menit > 540 menit Jumlah yang diplihi=1sd 3
sesuai dengan kelompok usia
< 900 menit yang dikelola
) Jika mencentang tapi tidak
2 900 menit upload dokumen, maka skor
Unggah dokumen jadwal kegiatan perminggu =0
Skor butir (S) dihitung dengan
rumus:
Jumlah alternatif pilihan
Dokumen daftar kehadiran pendidik dan tenaga n=2
kependidikan Jumlah yang dipilih (dicen-
= Daftar hadir pendidik (unggah dokumen) tang) i=1,2
. . s Jika mencentang tapi tidak
6.3.5 Daftar hadir tenaga kependidikan (unggah upload dokumen, maka skor
dokumen) —0
*  Tidak memiliki dokumen Jika memilih “tidak memiliki
Unggah dokumen daftar kehadiran pendidik dokumen” skor = 0
satu bulan terakhir Skor butir (S) dihitung dengan
rumaus:
Jumlah alternatif pilihan
Dokumen supervisi dari Pemilik/Yayasan/Pemerintah n=4
kepada lembaga yang memuat unsur : - Jumlah yang dipilih (dicen-
= Tujuan supervisi tang) i=1,2sd4
=  Temuan supervisi Jika mencentang tapi tidak
6.4.1 upload dokumen, maka skor

- Umpan balik
=  Tindak lanjut

= Tidak memiliki dokumen supervisi

Unggah dokumen supervisi terbaru

-0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:



No

7

Standar

Pembiayaan

No.
Butir

7.1.1

7.2.1

7.3.1

7.3.2

Upload Dokumen

Dokumen keberadaan sumber pembiayaan per
tahun satuan PAUD:

= Memiliki sumber pembiayaan tetap  (unggah
dokumen)

®=  Memiliki sumber pembiayaan tidak tetap (ung-
gah dokumen)

= Tidak memiliki dokumen

Unggah dokumen terbaru

Dokumen Rencana Anggaran Penerimaan dan
Belanja Satuan (RAPBS), yang meliputi

. Biaya Investasi

= Biaya Operasional

=  Biaya Personal

= Tidak memiliki RAPBS

Unggah dokumen RAPBS tahun berjalan

Dokumen pembiayaan mencakup antara lain:
=  Gaji pendidik dan tenaga kependidikan
= Pengadaan buku
= Pengadaan alat tulis kantor
- Pengadaan APE
=  Biaya penggunaan listrik
- Biaya penggunaan air
= Pemeliharaan sarana pembelajaran

Unggah dokumen RAPBS bagian Biaya Operasional
untuk Penyelenggaraan Program Pembelajaran

Dokumen pembiayaan pengembangan SDM mencak-
up:

. Pelatihan internal
. Pelatihan eksternal

L] Mengikuti pertemuan peningkatan profesion-
alisme

=  Pendidikan lanjut
=  Tidak memiliki dokumentasi

Unggah dokumen RAPBS bagian Biaya Operasional
untuk Pengembangan SDM

Cara Skor

Jumlah alternatif pilihan
n=2

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=3

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
RAPBS” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=7

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2sd7

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=4

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2sd4

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:




No

Standar

No.
Butir

7.3.3

74.1

7.5.1

Upload Dokumen

Dokumen pembiayaan untuk pengadaan dan pemeli-
haraan sarana dan prasarana meliputi:

= Pemeliharaan gedung

®=  Pemeliharaan furnitur

=  Pengadaan APE luar ruang

= Pemeliharaan sarana

= Tidak memiliki dokumen pembiayaan

Unggah dokumen RAPBS bagian Biaya Operasional

untuk Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasa-
rana

Dokumen pembiayaan pendidikan yang harus dikelu-
arkan untuk peserta didik mencakup:

= Pengadaan bahan dan alat pembelajaran

= Pembiayaan program pemberian makanan
tambahan (PMT)

= Pembiayaan kesehatan

= Tidak memiliki dokumen pembiayaan pendi-
dikan

Unggah dokumen RAPBS bagian Biaya Personal tahun
berjalan

Dokumen pembukuan terkait pembiayaan yang
dimiliki oleh satuan:

= Buku Kas (unggah dokumen)
= Laporan keuangan (unggah dokumen)
=  Tidak memiliki dokumen pembukuan

Unggah dokumen tahun berjalan

Cara Skor

Jumlah alternatif pilihan
n=4

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2sd4

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=3

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumaus:

Jumlah alternatif pilihan
n=2

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumaus:



8

Penilaian

8.1.1

8.2.1

8.3.1

Dokumen penilaian perkembangan anak yang
memuat:

. Tujuan

. Prinsip

= Prosedur

= Teknik Penilaian
= Waktu

= Pengolahan data
= Pelaporan

Unggah dokumen penilaian terbaru

Dokumen penilaian harian terhadap capaian perkem-
bangan setiap anak, berupa:

= Ceklis (unggah dokumen)

= Catatan anekdot (unggah dokumen)
=  Hasil Karya (unggah dokumen)

= Tidak memiliki teknik penilaian

Unggah dokumen penilaian terakhir berdasarkan kelom-
pok usia

Dokumen laporan hasil penilaian terhadap capaian
perkembangan kepada orangtua peserta didik dengan
frekuensi pelaporan:

= Setiap semester (unggah dokumen)

= Setiap tahun (unggah dokumen)

=  Tidak membuat laporan.

Jumlah alternatif pilihan
n="7

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2sd7

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=3

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,3

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak memiliki
dokumen” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumus:

Jumlah alternatif pilihan
n=2

Jumlah yang dipilih (dicen-
tang) i=1,2,

Jika mencentang tapi tidak
upload dokumen, maka skor
=0

Jika memilih “tidak membuat
laporan” skor = 0

Skor butir (S) dihitung dengan

rumaus:
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